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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf di MWCNU Kec. Kota Kediri 

sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terkesan 

lambat dan carut marut dikarenakan sumber daya manusia di bidang 

perwakafan masih kurang, keikhlasan pengelola aset wakaf masih kurang, 

wakif terkadang sering ikut mengatur nadzir dalam hal pengelolaan dan 

masih memakai paradigma lama bahwa mengembangkan aset wakaf 

dianggap malati (sesuatu yang keramat, sesuatu yang memiliki efek kurang 

bagus saat melakukannya) 

2. Pengelolaan dan pengembangan wakaf di MWCNU Kec. Kota Kediri 

sesudah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terjadi 

kemajuan terutama nadzir mempunyai SDM yang mumpuni dan dituntut 

untuk melakukan sesuatu yang bermaslahat bagi umat. Banyaknya bantuan 

untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf dari pihak manapun. 

Meskipun secara keseluruhan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di 

lingkungan MWCNU Kec. Kota Kediri masih belum sepenuhnya optimal. 

B. Saran 

1. Pihak MWCNU Kec. Kota Kediri sebaiknya lebih mensosialisasikan pada 

masyarakat tentang benda-benda yang dapat diwakafkan selain benda tidak 

bergerak (tanah) yaitu berupa benda bergerak seperti uang tunai, obligasi,
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saham, hak sewa, kendaraan bermotor dan jenis benda bergerak lainnya. 

Sehingga wakaf bisa dilakukan dengan kontan dan mudah, walaupun calon 

wakif belum memiliki harta seperti tanah, rumah, atau bangunan. 

2. Bagi pihak nadzir MWCNU Kec. Kota Kediri sebaiknya memberikan 

dorongan dan motivasi pada Ranting NU setempat dengan cara memberikan 

pembinaan dan pengarahan dalam mengelola wakaf secara produktif. 

3. Mudah-mudahan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khasanah 

keilmuan di bidang perwakafan dan memberikan peluang pada peneliti 

berikutnya untuk mengadakan penelitian yang lebih dalam lagi seperti sistem 

manajemen wakaf secara produktif, pengelolaan dan pengembangan wakaf 

secara produktif. 
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